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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia bersifat khusus karena anak tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku dewasa. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana narkotika, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Namun, pertanggungjawaban tersebut harus tetap memperhatikan usia anak, tingkat kesalahan, peran anak dalam perkara, kondisi psikologis, serta prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga membina, melindungi, dan mencegah anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. 

2. Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan melalui tahapan penerimaan informasi, penyelidikan awal, penangkapan atau pengamanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, pemeriksaan barang bukti, penahanan apabila memenuhi syarat, serta penyusunan berkas perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, proses penyidikan terhadap anak dilakukan secara lebih hati-hati dibandingkan dengan pelaku dewasa, terutama dengan memperhatikan usia anak, kehadiran orang tua atau pendamping, kondisi psikologis anak, serta hak-hak anak selama pemeriksaan. Oleh karena itu, penyidikan di Polres Langkat tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana narkotika, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

3. Penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan dengan mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut diterapkan dalam tindakan penyidikan seperti penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pendampingan, penahanan, dan penerapan pasal yang disangkakan. Dalam praktiknya, penyidik tetap menerapkan hukum terhadap tindak pidana narkotika, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan status anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, penerapan hukum di Polres Langkat berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum terhadap narkotika dan perlindungan hak anak. 
B. Saran

1. Penyidik diharapkan lebih mengutamakan pendekatan yang ramah anak dalam setiap proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap anak sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menekan, tidak mengintimidasi, serta tetap menghadirkan orang tua/wali, penasihat hukum, atau pembimbing kemasyarakatan agar hak-hak anak selama proses hukum tetap terlindungi. 

2. Penyidik diharapkan lebih cermat dalam membedakan peran anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, anak dapat berposisi sebagai pengguna, korban penyalahgunaan, pihak yang ikut-ikutan karena pengaruh teman, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang dewasa dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali secara mendalam asal-usul narkotika, tujuan penggunaan, pihak yang memberi, serta keterlibatan pihak lain agar penerapan pasal terhadap anak tidak keliru dan tetap proporsional sesuai dengan peran anak dalam perkara tersebut. 

3. Penyidik diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, keluarga, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, maupun instansi rehabilitasi sangat diperlukan agar penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan anak. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap berjalan, namun tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
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